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| Narkouka diperfukan dibidang ilmu pengetahuan don kesehatan yang digunakan untick menghilanghkan rsa sakic
pado snat operasi, Mamun pemakaion oorkasikn ini sering lepes dari pengnwnsan dan pengendalian sehingga disalahgunskan
aleh pihak-pihak ertente Famasalaban dalom wilisan ini adalzh: 1) Bagaimans membest st dakwaan dan membuar
Tunmutan dengan menesopkon pasal-posal yang relevan dolam proses penuniumin oleh JPU, 2} Apa kendola-kendala yang
ditemui dalnm membual sert dakwaan dan membuat unisan domgan menetapkan pasalpasal vang relevan dalam prases
penumtuiun olel JFU, 3} Bagaimana upayz mengmeasi kendzln-kendala yvang ditemul dalam membunt sume dakwnon dan
membuas untutan dengan mensiopkan pasal-pasal yang relevan dalem prosss penuniviun abed JPUT Dalam perulisan
skripsi ini, penelitizn yang dilakckan bersif= deskeiptif voine cora penelitan yeng menggrambarknn sscara lenplap dan jelas
tentang perspalon yang ditzliti dengnn pendekatan vuridis sosiologis penerapan bukum di lapangan cleh penegzk hukum,
Pewelitizn bertujusn unpik memperoleh data primer dan daa sekunder imelzlui penelifian lopangan dan penclitian
kepustaknon. Hasil penelitian memperlihatkan  babwa: 1) Proses penunman ber dopal dimulai apebila penyidik relah
menverahkan Berita Acars Paoeriksaan (BAP) kepodn Jaksa Penentut Umam QFU) don JPU merasa vakin HAP temebus
telah memenuhi syarne untuk diperoses dan dibual sume dakwnan rerhadop perkara teeschut, 2) Kendala vang dihadani olch
I dalam proses ponuniutan adal=h sulit uniuk menghadickan saksi dor pihak Kepolizion (zaksl werbalizan) dnlam
[ persidangan, dan mengenai ketenbuan yang mesgaier hekumon minimal dard setisp wkuran bems (takaran) terhadap
kepermnilikan alzu pemakadan seting jenis norkotikn yang dapat dituniot, karenn tidak ada penjelasan secom rinci dalom
Undang-undang narkotika yang sckarang, 3) Untuk mengntasi semua kendala wmsebut dibarapian padn kepolisian untuk
bebth czrmal delam menyelezuckan lugsnyn dan perle dilakukan revisi ulang terhadap Undang-undang Narkabika, Gunn
perbaikon ke depan. maka gemeriniah perlu melnkukan penvempumaan wrhadsp Undangsundang Markerika, aser arang
yang melnkukan Tindak Pidana Markotika dalam skaly besar dapal dibedokan unnotansye denimn omng vang melakukan
tinduk pidana dengan skala kel Sehinggm keadilan vang diidam-idamian tersebin dopat lescapai.
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BAB 1
PFENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Dalam  sistemn peradilan pidanas vang berlaku di Indonesia vang
bertujuan untuk mencapai suaty keadilan wniuk  selurukb manwsia, terdapat
beberapa komponen atau kelompak Yang mempunysi wewenang dan tanggung
jawah dalam  melaksanakan proses peradilan pidana di Negara Indonesia.
Wewenang dan tangpung jawab tersebut timbul atau bersumber dari fupas dan
fungsi mereka dalam masyarakat vang lelah diletapkan negara sebagai penegak

hukum atan keadilan, yakni

. Lembaga Kepolisian sebagai lembaga peayidikan atau penyelidikan

2. Lembaga Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan
3. Lembaga Kehakiman sebapai lembaga peradilan
2,

Lembags  Pemasyarakatan  sehagai fembaga  untuk  menjalankan
hukuman bagi terpidans vang telah mendapat kekuatan hukum tetap,

Para pencgak hukum diatas 1elah mMEmpunyai tugas-tugas terentu yang
telah ditetapkan oleh Undang-undang vang berlaku yvaitu, pol. mempunyai lugas
sebagal pelaksana penyelidikan dan penvidikan, dimans dalam melabulan
penyidikan seorang penyvidik harus berckonsultast atuy menghoordinasikan dengan
Taksa Penuntut Umum, Jaksa Penuniut Umum mempanyai tugas sehagai penuniut
di Pengadilan, yang akan menuntur terdakwa yang telah melanggpar peraturan
pas

perundang-undangan hukim pidane. Selain ity Penuntgt i Juza berdy

untuh melaksanskan putusan hokim atan putusan pengadilan, Hakim beriugas



sehagai pencngah antara penuntul wmum dengan terdakwa yung diwakili alel
penaschat bukumnya dan memberikan keputusan apakah terdakwa bersalah atau
tidak bersalah. Petugas LP bertugas sehagai pelaksana pulusan hakim untuk
menangani terdakwa dalam ani melaksanakan putusan hakim yang mencniukan
keadaan terbadap terpidana vang telah dijatuhi hukum penjara atau kurungan

Tugas dan wewenang  masing-masing lembaga merspakan jalinan
sistemn peradilan pidana. walsupun masing-rasing Jembaga memiliki otoritas
masing-masing tetapi tidak dimaksudkan schagai tugas dan wewenang dari
mesing-masing lembaga sceara tersendicl, termasuk dalam pemeriksaan kasus
vang  berkattan dengan narkotika,

Sebagai negarn hukum scgale  sesualy yang  berkaitan  dengan
narkotika diatur dalam suatu perundang-undangan, Adapun undang-undang vang
mengatur tentang narkotika adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997,
Pelanggaran techadap Undang-undang ini dinamakan tindak pidana narkotika
vang merupakan tindak pidana khusus diluar ketentuan vang diatur dalam ELIHP,
Sedanpkan Hukum Acara vang dipakai adalah KUHAP kecuali ditentukan [ain
oleh Undang-undang Nomor 22 Tabun 1997 tersebut, Walaupen telah ada
dang-undang yang mengstur tentang narkotika, masih safe ada orang-orang
terientu vang melakukan pelanogaran terhadap undang-undane tersebit, yang
disebut dengan tindak pidana narkotika, Sebelum stnfu perkara tindak pidana
narkotika diperiksa di sidang pengadilan terlebib dahiy dilakukan pemeriksaan
aiaw yang biasa discbut dengsn penyidikan vang dilskukan panyidik, Setelah ity

penvulik menyverashkan herita acara pemeriksuan (Al kepada jaksa unluk
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melakukan  proses selanjutnva ¥l pra  penunlutan  dan pemmtulan sema
melakukan cksekusi dari putusan bakim.

Didalam penuntutan perkara |indak pidana Narkouks, banvak terjudi
perbeduan bentuk mengenai surat dakwaan, Mengingat pentingnya sural dakwgan
urtuk dapat dibuktikan bahwa perbuatan vang disehut dalam surat dakwaan ity
benar-benar telah terjadi dan hatim vakin hahwa terdakwa vang salah, maka sural
dakwazn perlu dibust dengan bentud tertentn dengan tujuan jangan terjadi sualy
perbuatan yang merupakan tindak pidana dan sifatnva mengeznaau keamanan,
ketertiban hukuen dalam masyarakat lepas dari tuntutan pidana.’

Oleh karens itu, menuns hemay penulis permasalzhannyva adalah pada
sdal penuntutan yaite tentang bentuk-bentuk surat dakwaan, pasal-pasal vang
diteraphan dalam sural dakwaun seria sanksi-sanksi vang dicantumkan dalam
surat dakwaan tersebut. Gambaran permasalahan di atas membuat penalis tertarik
untuk mengadakan penclitian yang digunakan sebagai bahsn smtuk menhuat
karva tulis berbentuk skripsi yang diberi judul : “PROSES PENUNTUTAN
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH JAKSA FENUNTUT

UMUM (Studi Kasos di Kejaksaan Negeri Pekanbaru )*

B. PFerumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang vang telah divraikan sebelumnysa, teriihat
adanya  beberapn  permasalahan vang mengundang  penulis untuk  mencari
fawabannys. Permusalahan yang lampak sshubungan dengan penyalahpunaan

pemmiakatan Narkotika dapat diremuskan seba reai harjlpg

' Subano BAL Perwbitan Dl Pragk Feradilan Sinar Crrafika, Jakwra, 2004, el 57
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Hagaimana  membuat surl dabwasn dan membust  tuntutan dengan
menetapkan pasal — pasal yang relevan terhadap perkara tindak pidang
Markotika dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut U

Apa kendala-kendale yang ditemui dalam membust surat dakwaan dan
membuat tuntutan dengan menetapkan pasal — pasal vang relevan terhadap
perkara tindak pidana Narkotika dalam proses penuntutan aleh Jaksa Penuntut
Ui ?

Bagaimana upavs mengatasi kendala-kendala vang ditemui dalam membuat
surat dakwaan dan membuat tuntutan dengan menelapkan pasal — pasal vang
refevan terhadap perkara tindak pidana Narkotika dalam proses penuntutan

oleh Jaksa Penuntut Umum?

Tujuan Penclition
Adapun tujuan penelition vang dicapai dalam penelitian int, antara Jain:

L Untuk mengetahoi bagaimana membuat surat dakwaan dan memhut
tuntuian dengan menetapkan pasal — pasal yang relevan terbadap perkara
lindak pidana Narkotikz dalam proses penumtutan oleh Jaksa Penuntut
Uimnm?

2. Menjelaskan kendala-kendals yang ditemui dalam membuat surat dak WiIHT
dan membual tuntutan dengan menctapkan pasal — pasal yang eelevan

lechadap perkara tindak pidana Narkotika dalam proses penuntean oleh



BAB IV
FENUTUD

A, Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis likukan di Kejuksaan Neperi

Pekanbaru, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai proses penuntutan

tindak pideng narkotika oleh Jaksa Penuntut Umaem antara lain

32

id

Proses penuntutan  perkara tindak pidana narkotika oleh Jaksa Penuntut
Umum di Kejaksaan Megeri Pekanbaru dimulai setelah perntol umum
menerima hasil penyidikan secara lengkap dari penyidik dan  dapa
dilakukan penuntutan, maka penuntst umum membuat serel dakowaan
setelah e, penuntut umwn melimpahkan perkars besera surat dakwsan
ke Penoadilan Neger,

Rendala-kendala dalam proses penuntutan perkara lindak  pidana
Narkotika adalah dalam hal penghadiran saksi verbalisan di depan
persidengan serta tidak adanyva berapa batas-batas ukuran kepemilikan atau
pemakaian untuk dapat dilskukan penuntolan terbadan semua jenis
merkotika, semua ity tidak dissbutkan secara rinei dalam Undang-Undang
Narkotika.

Upaya mengatasi kendala mengenal kehadiran saksi verbalissn (saksi dari
Kepolisian) di persidangan dapar digamtikan dengan Laporan atau BAP
vang telah  diserabkan  oleh pikuk  kepolisian  dalam  mengajukan
permohonan agar perkara tersebul di proses schagaimam mestingg,

Sedangkan mengenzi ketentuan atar ukuran bempa batas pemalaian at

iy



kepemilitan parkotika bara  dapat  di tuntu, semuanva  kembali
berpedoman pada ketentuan vang  terdapat dalam Undang-undang
MNarkotika, yang sampai sekarang belum memberikan batasannya secara

FICI,

. Saran

Berdaserkan hasil penelitian vang penulis lakukan ind. maka dalam hat

ini penulis akan mengajukan  beberapa bl berupa saran sesuai denaan

Kemampuan dan kapasitas vaop penulis miliki -

1.

L

Bl

Pada proses penuntutan diharakan kepada JPU agar teliti dan mematuhi
semis sturan vang telah dijelaskan datam Undang-undang, baik Lindnng-
undang Kejaksaan maopun ketentuan vang terdapat dalam KUHAP, Hal
ini harus diperhatikan demi kelancaran dalam proses persidanga nenfinva.

Untuk menanggulangi agar saksi dari pibak kepolisian ind dapat selalu
dihaditkan di depan persidangan, diharapkan kepada JPU pada sas
meneeima BAP darl Kepolisian, dapar menchankan Lepada pihak
kepolisian tersebut, dalam proses persidangan diharapkan kesediaannya
untuk dapat memberi kesaksian apabila diperlukan, walaupun mereka
suclah tidak ditugaskan lagi dalam satuan dinas vany terkait dengan kasus
yang pernsh ditanganinya.

Selanjutova  terhadap Undang-undang  MNarkotika  ini diharapkan
Pemermtah dapat melakukan  revis terhadap  berapa batas-batas
kepemilikan atau pemakaian Nackotika seperti vang terdapat dalam U
nomor 22 Tabun [997 tentang Narkotika selingga dapat dilakuskan

H7



peruntutan. dan berapa batasan maksimal dan minimal tentetan vang,
dapat  diancamkan  terhadap tindak  pidana, vang selanjutnya akan
dicantumkan dalam surat wntutan, Sehingga dengan adanya  batasan
maksimal dan minimal tuntutan terhadap pelako tindak pidana Narketika,
orang  vang méembueat, meppedarkan, dan memakar Markotika dalam
jumlah besar, tuntutan pidananva dapat dibedakan dengan orang yang

membuat. mengedarkan dan memakai Narkotika dalam jumlah keeil.

Lol
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